PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis uraikan dalam bab
sebelumnya mengenai Tanggung Jawab Hukum Produsen Rokok Kepada
Konsumen Ditinjau Dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan penafsiran hukum yang komprehensif dan analisis konseptual,
tanggung jawab hukum produsen rokok kepada konsumen ditinjau dari Pasal

2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

yang mencerminkan asas kemanfaatan, keseimbangan, keadilan, keamanan

dan keselamatan konsumen dan kepastian hukum adalah:

(1)Produsen rokok harus memberikan ganti rugi kepada konsumen berupa
perawatan kesehatan dan pemberian santunan, apabila a) konsumen dapat
membuktikan bahwa dirinya mengalami kerugian akibat mengkonsumsi
rokok yang diproduksi oleh produsen tersebut dan bukan merupakan
kelalaian dirinya; b) produsen tidak dapat membuktikan bahwa dirinya
tidak bersalah; dan/atau c) konsumen melakukan penuntutan dalam
jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun sejak transaksi terakhir.

(2)Ganti rugi berupa biaya perawatan kesehatan paling banyak hingga
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2. Berdasarkan pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis usulan pengaturan

norma hukum yang seharusnya dalam peraturan perundang-undangan
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mengenai tanggung jawab hukum produsen rokok kepada konsumen, dapat

ditambahkan/dimasukkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun

2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa

Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Rumusan usulan norma hukum yang

seharusnya ialah sebagai berikut:

(1)Setiap produsen rokok harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti
rugi atas kerugian konsumen akibat mengonsumsi rokok yang dihasilkan
atau diperdagangkan;

(2)Ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen berupa
perawatan kesehatan dan pemberian santunan;

(3)Ganti rugi diberikan apabila konsumen dapat membuktikan bahwa dirinya
dirugikan akibat mengonsumsi rokok dan bukan diakibatkan oleh
kelalaian dirinya, dan/atau apabila pelaku usaha tidak dapat
membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen;

(4)Ganti rugi berupa biaya perawatan kesehatan paling banyak hingga
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

(5)Batas waktu penuntutan ganti rugi hingga 25 (dua puluh lima) tahun
terhitung sejak barang dibeli atau transaksi terakhir.

4.2. Saran
1. Bagi pemerintah, sudah saatnya pemerintah melakukan perbaikan dan
penyempurnaan atas hukum perlindungan konsumen, khususnya mengenai
pengaturan norma hukum tentang tanggung jawab hukum produsen rokok

kepada konsumen. Mengingat bahwa norma hukum dalam Undang-
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Undang Perlindungan Konsumen tentang tanggung jawab pelaku usaha
masih terlalu umum untuk diterapkan pada produsen rokok, dan dalam
Peratuan Pemerintah tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat
Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan belum diatur mengenai
tanggung jawab hukum produsen rokok. Dengan adanya penelitian ini,
sekiranya pemerintah dapat menjadikannya sebagai rekomendasi atau
dasar pemikiran untuk memperbaharui dan menyempurnakan peraturan
tersebut.

2. Bagi konsumen rokok, sudah semestinya perokok melaksanakan apa yang
menjadi kewajiban seorang konsumen, salah satunya ialah dengan
mencermati segala informasi maupun petunjuk yang tertera dalam setiap
kemasan rokok. Hal ini setidaknya akan mengurangi kemungkinan
konsumen untuk mengalami kerugian.

3. Bagi produsen rokok, sudah semestinya produsen rokok sadar akan
kewajiban dan tanggung jawab hukumnya pada konsumen, dengan cara

mengaktualisasikannya di lapangan.
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